
BUPATI LUWU UTARA 
PERATURAR BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR 12 TAHON 2013 

TENTARG 

BATAS JUMLAH SURAT PERlllDITAAl'i PEMBAYARAN VANG 
PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PBMBAYARAB 

GAlfTI UAlfG PERSEDIAAN 
SA.TUAN KBRJA PERANGKAT DAERAH 

LINGKUP PEMBJQNTAB KABUPATBN LUWU UT� 

DENG.All RAHMAT TUHAII YANG MAHA BSA. 

BUPATI LOWD UTARA, 

Menimbang : bahwa unn,tlc melaksanakan ketentuan Pasal 201 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam· Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor' 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan 
Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan 

, ··Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah daJam Lingkup Pemerintah Daerah 
�bu.paten Luwu Utara. 
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Mengingat : 1. 

2. 

Undang-Uildang Nomor 12 Tahun 1985 tentang .Pajak 
Bµmi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom:or 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Uiidang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang .. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun · 1989 tentang· Pajak Bumi -dan Bangunan 
{i.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); · 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolahan flak Atas Tanah dan Bangunan (I,.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Uhdang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah. dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik·Indonesia Nomor 
3988); 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

MEMUTUSKAN : 

r«: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH SURAT 
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT! UANG 
PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 

Pasal 1 

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran 
Uang Persediaan (SPP-UP) adalah paling banyak 1/12 
(seperduabelas) dari total Anggaran Belanja setelah 
dikurangi Anggaran Pembayaran Langsung .(LS). 

Pasal 2 

Ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran 
Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) jumlahnya tidak 
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Pasal 3 

Persetujuan pencairan dana Surat Permintaan 
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat 
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) 
dengan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala 
SKPD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh 
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum 
Daerah berdasarkan ketersediaan dana pada Kas Daerah. 

Pasal 4 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) dapat 
diajukan apabila Realisasi Belanja pada Bendahara 
Pengeluaran SKPD mencapai paling rendah 80% (Delapan 
Puluh Persen) dari Uang Persediaan (UP). 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 
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Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 12 A l'RlL 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUJATEN LUWU UTARA 

�� 

MUDJAHIDIN IBRAHIM 

2013 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal 12 Al'Rlt 2013 

BUPATI LUWU UTARA, t 
1ARIN 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 12 


